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WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

Menimbang

~Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2

1,

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Hal Nilai Pasar dari
Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, perlu
menetapkan Harga Standar setiap jenis bahan galian Mineral
Bukan Logam dan Batuan secara periodik.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan
Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
Wilayah Kota Palopo.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor S Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
N‘egér'a Republlik Indonesia Nomor 4999);

. ‘ % i 1
.+ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan



Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4740);
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

Peraturtan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerabh,;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA
STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM WILAYAH KOTA PALOPO



Pasal 1

Harga tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

No | Jenis Mineral Stal;llzragra/Ma g:;fk 1V J;ml\;laah Ketgtalsx?n Pajaf lglzp.) 5M°

1. | Batu Kali Rp. 35.000,00 | 25% | 8750 | 17.500| 26250 | 35.000| 43.750
2. | Batu Rp. 200.000,00 | 25% | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000
3. | Pecah/ Split Rp. 22500,00 | 25% | 5625| 11.250| 16.875| 22500 | 28.125
4. | Pasir/Kerikil Rp. 17.500,00 | 25% | 4.375| 8750 13.125| 17.500| 21.875
5. | Sirtu Rp. 2250000 | 25% | 5625| 11.250| 16.875| 22.500| 28.125
6. | Tasirtu Rp. 15.000,00 | 25% | 3.750| 7.500| 11.250| 15.000| 18.750
7. | Tanah Liat Rp. 12.000,00 | 25% | 3.000| 6.000| 9.000| 12000 15.000
8. | Tanah Urug Rp. 50.000,00 | 25% | 12.500 | 25.000| 37.500| 50.000| 62.500

Agregat
Pasal 2

Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah Nilai Pasar atau Harga Standar x Volume x 25 % (Besarnya

Tarif Pajak)

Pasal 3

Setiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum ditetapkan Nilai
Pasar atau Harga Standar dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Palopo
Nomor 675/VIII/2011 tentang Penetapan Nilai Pasar/Harga Standar Jenis
Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota
Palopo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.
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pada tanggal 3 Oktober 2017
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Diundangkan di Palopo

pada tanggal 3 Oktober 2017

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 76



